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ABSTRAK 
 
CAESAR NUGRAHA (B11110109) Efektivitas Penerapan Peraturan 
Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di 
Tepi Jalan Umum. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan A.Tenri 
Famauri. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
dan sejauhmana faktor-faktor yang mempengarahui peraturan daerah 
nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum.  
Metode penelitian yang digunakan adalah “Penelitian Lapangan 
dan Studi pustaka”, sumber-sumbernya diperoleh dari wawancara dan 
berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan efektivitas peraturan 
daerah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Dalam 
penerapannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dikatakan efektif 
berlakunya di masyarakat Kabupaten Wajo. Selama berlakunya peraturan 
daerah sudah banyak mengubah kebiasaan masyarakat, salah satunya  
masyarakat di Kabupaten Wajo sekarang sudah tidak parkir di sembarang 
tempat, selain itu mengurangi pemungut jasa parkir illegal. (2) Dalam 
pelaksanaannya peraturan daerah ini mempunyai beberapa faktor yang 
mempengaruhi keefektivitasannya, salah satunya yaitu ruang parkir yang 
kurang sehingga beberapa tempat parkir yang di atur pemerintah 
mengambil bahu jalan untuk ruang parkir sehingga membuat kemacetan 
di hari padat kendaraan atau pada saat hari pasar (hari ahad).  
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ABSTRACT 
 
Caesar Nugraha (B11110109) The Efektiveness Of Local Regulation 
Number 23 Years Of 2011 On The Levy Service Parking Lot On The 
Edge Of The General. Guided By Hasbir Paserangi and A.Tenri 
Famauri. 
 
This study aims to know how the implementation of and factors that 
influence the local regulations number 23 years of 2011 on the levy 
service parking lot on the edge of the general. 
The research used is research the field and study pustaka, the 
source of obtained from interviews and a variety of literature who have in 
relation to the effectiveness of local regulations in kualitatif and served in 
the descriptive.  
The result of this research is as follows (1) in the local regulations 
number 23 years of 2011 on the levy service parking lot on the edge of the 
public can be said to be effective in the districk wajo. During the 
regulations have been a lot to change the habit of society, one of the 
people in the district wajo know no parking lot in any place, in addition to 
reduce the services of illegal parking. (2) in practice local regulations this 
has several factors that affect, one of them is  the parking lot less so that 
some of the parking lot in arrange the government took the shoulder of the 
road to the parking lot so make congestion on the day solid vehicles or 
when the day of the market.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG  
 Idealnya di dalam sebuah masyarakat yang mendambakan suatu 
kedamaian harus hidup dalam kondisi yang tertib dan adil. Sehingga untuk 
mewujudkannya dibutuhkan suatu tatanan kehidupan yang rapi dan 
terstruktur yang mana telah mengandung nilai di dalamnya. Salah satu 
cara mengejawantahkan nilai tersebut demi sebuah keteraturan ialah 
mensistematisasikannya dalam bentuk norma.1 melalui norma inilah yang 
akan menjadi standar perikelakuan kita. Baik itu berupa larangan maupun 
perintah. Sementara fungsinya tidak lain adalah untuk menjadi ukuran 
perimbangan antara hak dan kewajiban setiap subjek hukum. 
 Masyarakat Indonesia pun mengakui adanya norma-norma 
tersebut. Ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan 
sebagainya.2 Sebagai negara berkembang, Indonesia juga tidak 
ketinggalan dengan sistem-sistem norma negara modern. Sebagai 
imbasnya, kita ikut terjebak dalam konsep modernisasi yang cepat itu. Hal 
ini ditandai dengan terciptanya Rechts-Staat. Rechts-staat adalah konsep 
negara hukum. Tidak berbeda dengan Indonesia yang saat ini sedang 
mempersiapkan diri untuk mematangkan jati diri menjadi negara hukum, di 
mana hukumlah yang akan menjadi panglima tatanan kehidupan. 
                                                          
1Syamsul Bachrie, 2009,Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum 
Yang Berkeadilan, Makassar: Umithoha Ukhuwah Grafika, hlm 449 
2Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, hlm 345 
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 Norma hukum sebagai mana telah diuraikan di atas akan menjadi 
sorotan utama karya ilmiah ini. Tidak berarti penulis ingin menafikan 
eksistensi norma-norma lain sehubungan dengan kedamaian bangsa, 
namun seiring perkembangan zaman segala peristiwa-peristiwa terjadi 
dalam bentuk yang variatif. Kebanyakan dari pada itu merupakan 
peristiwa hukum. Sehingga jalan keluar yang ditawarkan ialah 
menyelesaikan peristiwa tersebut melalui alternatif norma hukum. 
 Mekanisme yang digunakan oleh hukum untuk mengatur adalah 
dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum bahkan kemudian 
menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan 
peraturan yang telah dibuat. Mekanisme yang demikian itu menyebabkan, 
bahwa hukum pertama-tama mengeluarkan peraturan yang berisi tentang 
perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sementara 
pokok yang paling penting dari aturan hukum tersebut ialah apakah aturan 
tersebut mampu mengakomodasi setiap kebutuhan masyarakat dalam 
terang ketertiban. Contoh sederhana namun sulit dilaksanakan dalam 
hidup bermasyarakat ialah tertib parkir bagi kendaraan bermotor. Bagi 
penulis memandang negara ini adalah negara yang baik. Dari segi 
hukumnya (hukum adalah produk pemerintah), sebagian besar sudah 
dapat mengakomodir segala kepentingan warga negara demi terciptanya 
keamanan dan ketertiban. Salah satunya dengan dikeluarkannya 
peraturan daerah. 
Permasalahan lain yang besar adalah tata ruang yang tidak 
terkendali sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan, yaitu 
kurangnya ruang parkir bagi kendaraan bermotor ditambah dengan 
maraknya pemungut jasa pelayanan parkir liar yang tidak terkontrol. 
3 
Pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi di Kabupaten Wajo 
pada juni tahun 2015 roda empat 405 unit, mobil beban 243, roda dua 
2053, dan roda tiga 1360.3 Jumlah yang sangat tinggi yang digunakan di 
jalan membuat beban jaringan jalan menjadi semakin berat. Di kota-kota 
besar, 3 dari 10 orang memiliki kendaraan, suatu angka yang sangat 
besar. Kepemilikan kendaraan pribadi ini didominasi oleh sepeda motor 
dengan pangsa hampir sebesar 80 persen. Angka kepemilikan kendaraan 
yang tinggi ini mengakibatkan permasalahan parkir yang cukup serius 
dengan seringnya dilakukan pelanggaran parkir. 
Saat ini salah satu jalan yang ditawarkan untuk mengantisipasi 
timbulnya tindakan ketidaktertiban agar tidak meluas ialah aksi nyata dari 
pemerintah tingkat daerah. Maka ada beberapa daerah yang 
pemerintahnya membuat perturan khusus demi terciptanya suasana tertib. 
Meskipun peraturan daerah (Perda) tingkatannya paling di bawah dalam 
hirarki perundang-undangan, namun tetap kekuatannya memaksa dan 
mengikat kepada semua masyarakat di daerah di mana perda tersebut di 
buat dan dilaksanakan. 
Hal yang tidak kalah menariknya lagi adalah tentang penyediaan 
pelayanan tempat parkir tepi jalan umum. Ini bisa menimbulkan dua 
dampak bahwa otomatis menimbulkan lahan baru bagi warga lainnya 
untuk melakukan aksi retribusi parkir ilegal. Dampak kedua adalah 
memperlancar arus lalu lintas. Kalau ingin diambil dampak keduanya 
berarti negara dalam hal ini pemerintah harus membuat aturan tentang 
penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum tersebut. 
                                                          
3 Sainal Hayat, dinas perhubungan Kabupaten Wajo,Wawancara, 11 April 2015. 
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Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sudah diterapkan aturan 
tentang penyediaan pelayanan parkir. Peraturannya secara garis besar 
terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yaitu: Peraturan 
Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum (Perda No.23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi 
Jalan Umum). Umumnya orang menganggap bahwa aturan ini hanyalah 
alat untuk menghindari konflik kepentingan antar warga yang berebut 
lahan parkir untuk memungut retribusi parkir. Dalam Pasal 3 peraturan 
daerah ini menjelaskan bahwa objek retribusi adalah penyediaan 
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemeritah 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Bagi penulis, menganggap penerbitan perda ini bertujuan tidak 
sesempit hal di atas bahwa hanya memikirkan kepentingan beberapa 
oknum yang pragmatis. Tetapi jauh dari pada itu pengeluaran aturan ini 
memiliki makna hukum yang jelas. Sebagaimana salah satu fungsi hukum 
adalah rekayasa sosial. Mungkin saja alasan dibuatnya perda ini untuk 
menghilangkan kebiasaan parkir bebas masyarakat. Atau bisa juga 
berhubungan dengan tingkat penekanan volume kendaraan yang kian 
meningkat  di Indonesia yang diragukan pada akhirnya akan menambah 
tingkat kemacetan di negeri ini. 
Judul ini sangat menarik di bahas, karena kondisi tata parkir sangat 
buruk terutama di Kecamatan Pitumpanua ditambah lagi jumlah 
kendaraan yang cukup banyak. Sebelum peraturan daerah ini di jalankan 
kondisi tata parkir di Kecamatan Pitumpanua sangatlah buruk dan lebih 
buruknya lagi apabila hari pasar (hari minggu) kemacetan bisa mencapai 1 
5 
kilometer yang di akibatkan kendaraan yang parkir mengambil bahu jalan 
umum. Dari kemacetan ini pernah mengakibatkan runtuhnya jembatan 
karena kelebihan kapasitas beban yang di akibatkan penumpukan 
kendaraan di atas jembatan. 
Berikutnya yakni mungkinkah hasil retribusi palayanan parkir 
tersebut akan dipergunakan untuk perbaikan fasilitas umum, khususnya 
jalan raya. Sangat menarik buat penulis untuk mengangkatnya sebagai 
pembahasan skripsi. Karena tidak mungkin perda ini tidak akan memiliki 
dampak apa-apa bagi ketertiban parkir. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini: 
1. Bagaimana penerapan peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan daerah Nomor 
23 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 
umum? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Adapun tujuan penulisan skripsi, yaitu: 
1. Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah Nomor 23 Tahun 
2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di 
Kabupaten Wajo. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan 
daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di 
tepi jalan umum di Kabupaten Wajo. 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini,seperti: 
1. Manfaat akademik 
Melalui penelitian dan penulisan karya ini dapat menambah 
wawasan serta animo kalangan mahasiswa dalam menulis dan 
membaca serta menjadi bahan referensi untuk penyelesaian kasus-
kasus lain yang juga ada kaitannya dengan tulisan ini. 
2. Manfaat hukum   
Sebagai bahan pengetahuan agar masyarakat dapat 
menyelesaikan pelanggaran tertib parkir. 
  
7 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM 
1. Kajian Sosiologi Hukum 
Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum 
dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti 
berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggnakan pendekatan empiris 
yang bersiat deskriptip.4 
Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-
praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, 
latar belakang dan sebagainya. Sosiologi hukum senantiasa menguji 
kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan 
hukum. Bagaimana kenyataan peraturan hukum itu, apakah sesuai 
dengan bunyi atau teks dari peraturan itu. Sosiologi hukum tidak 
melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum 
dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek 
pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai antara satu 
dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah 
pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang 
dipelajarinya.5 
                                                          
4Achmad Ali,1998,Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,Jakarta:Chandra 
Pratama,hlm 11 
5Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Semarang:PT.Citra Aditya Bakti, hlm 372-374 
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Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu 
menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta 
pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, 
maupun soal bekerjanya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila 
dapat dipakai istilah sebab-sebab sosial, maka sebab-sebab yang 
demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, 
politik,  ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain. 
Selanjutnya yang menjadi objek utama kajian sosiologi hukum 
sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, sebagai berikut:6 
1.  Menurut istilah dalam mengkaji hukum sebagai Government 
Social Control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai 
perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna 
menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. 
Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh 
pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap 
perilaku warga masyarakat. 
2.  Persoalan pengendalian social tersebut oleh sosiologi hukum 
dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam 
pembentukan masyarakat, sebagai makhluk sosial yang 
menyadari eksistensi sebagai kaidah social yang ada dalam 
masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah 
sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga 
                                                          
6Achmad Ali,1998,Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,Jakarta:Chandra 
Pratama,hlm 19-32. 
9 
masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah 
bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi 
sebagai suatu proses yang mendahlui dan menjadi pra kondisi 
sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan 
secara efektif. 
3. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratafikasi. 
Stratafikasi sebagai objek yang membahas sosiologi hukum 
bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh hans 
kelsen dengan teori grundnormnya,melainkan stratifikasi yang 
dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini 
dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial 
terhadap hukum dan pelaksana hukum. 
4. Objek utama lain dari kajian sosiologi hukum ialah pembahasan 
tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum 
dan perubahan masyarakat serta hukum timbal balik diantara 
keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi 
hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat 
dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh 
pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai 
alatnya.7 
Bedasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka lahirlah 
konsep law as a tool of social engineering yang berarti bahwa hukum 
sebagai alat untuk mengubah secara sadar masyarakat atau hukum 
                                                          
7Iblid 
10 
sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, dalam upaya menggunakan 
hukum sebagai latrekayasa social diupayakan pengoptimalkan efektifitas 
hukumpun menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum.8 Jadi fungsi 
hukum itu pasif, yaitu mempertahankan status quo sebagai a tool of social 
control, sebaliknya hukumpun dapat berfungsi aktif sebagai a tool of sosial 
engineering. Oleh karena itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa 
sosial didominasi oleh kekuasaan Negara. Apabila kajian sisiologi hukum 
tentang bagaimana fungsi hukum, sebagai alat pengendalian social lebih 
banyak mengacu pada konsep-konsep antropologis, sebaliknya kajian 
sosiologi hukum tentang fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial lebih 
banyak mengacu pada konsep ilmu politik dan pemerintah. 
Sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. 
Salah satu misi sosiologi adalah memprediksi dan menjelaskan sebagai 
fenomena hukum, antara lain bagaimana kasus memasuki sistem hukum, 
dan bagaimana penyelesainnya. Sosiologi hukum menggunakan fakta-
fakta tentang lingkungan sosial dimana hukum itu berlaku. Kajian ini 
bekerja untuk menemukan prinsip-prinsipsosial yang mengatur bagaimana 
hukum bekerja secara konkrit di dalam praktik. Sekalipun demekian, 
sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum 
yang ada akan tetapi menjelaskan bagaimana fakta-fakta hukum itu 
sesungguhnya terjadi dan apa penyebabnya.9 
                                                          
8Achmad Ali,1998,Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,Jakarta:Chandra 
Pratama,hlm 98-103. 
9Fuady Munir, 2007, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan 
Masyarakat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.199 dan 414 
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2. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat 
Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi hukum dalam 
masyarakat adalah sebagai berikut:10 
1. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat dengan 
menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan 
mana yang dilarang. 
2. Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan 
dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat 
melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi 
yang tepat dan efektif. 
3. Disposisi masalah-masalah sengketa. 
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-
perubahan kondisi kehidupan. 
Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau 
efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan 
dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu 
peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi lima 
faktor yaitu: 
1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. 
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan. 
3. Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan. 
4. Kaidah hukum atau peraturan tersebut. 
                                                          
10Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali 
Pers,hlm.74. 
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5. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan 
tersebut. 
Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat 
tentu ada 2 (dua) komponen yang harus diperhatikan: 
1. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan 
masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam 
hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah 
sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. 
2. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan 
penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimaa 
hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. 
3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat 
Hugo Sinzheimer dalam Achmad Ali bahwa:11 
Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya 
kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta 
hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang 
mengaturnya. Bagaimanapun kaidah tidak dapat kita lepaskan dari hal-hal 
yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum 
untuk menyesuaikan diri agar hkum masih efektif dalam pengaturannya. 
Persoalan penyelesaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti perundang-
undangan termasuk didalamnya peraturan daerah adalah sifatnta statis 
dan kaku. 
                                                          
11Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Chandra Pratama, hlm.203. 
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Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-
undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, 
tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau 
perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi 
terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini 
adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan 
daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut. 
3. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat 
Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya 
penegakan hukum bergantung pada subtansi hukum, struktur 
hukum/pranata hukum dan budaya hukum.12 
4. Substansi Hukum 
Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini sebagai sistem 
substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. 
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada 
dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. 
Substansi juga mencakup hukum yang hidup living law, bukan hanya 
aturan aturan yang ada dalam kitab undang-undang law books. Sebagai 
Negara yang masih menganut civil law system atau system eropa 
continental meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah 
menganut commn law system dikatakan hukum adalah peraturan yang 
                                                          
12 Soerjono Soekanto,2014,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum,Jakarta:Rajawali Pers, Hlm 59-60. 
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tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum 
di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas daam 
KUHP. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan 
pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturannya yang mengaturnya”. 
Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dkenakan sanksi hukum 
apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam 
peraturan perundang-undangan. 
5. Struktur Hukum 
Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai system 
structural yang menentukan bias tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan 
baik. Struktur hukum berdasarkan UU No.1 Tahun 1981 meliputi; mulai 
dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana 
(lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-
undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain-lain. 
Terdapat pepatah yang menyatakan “flat justitia et pereat mundus” 
(meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat 
berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, 
kompoten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan 
perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum 
yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas 
aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya 
mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman 
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agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain 
sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum 
memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan 
sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum maka aka nada masalah. 
Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak 
hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. 
6. Budaya Hukum 
Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap 
manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, 
pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran 
social dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 
digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya 
dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 
masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat 
merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara 
sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan 
salah satu indicator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur 
hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang 
lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara 
ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta 
pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.13 
 
                                                          
13Soerjono Soekanto,2014,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum,Jakarta:Rajawali Pers, Hlm 59-60. 
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7. Pengaruh Hukum Terhadap Tingkah Laku Warga Masyarakat 
Efektivitas dari hukum untuk mengubah tingkah laku warga 
masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tidak tergantung 
pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau 
pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum 
tersebut. Perlu disadari bahwa sulit untuk mengetahui sikap warga 
masyarakat. Kemudian perlu dibedakan antara kepercayaan warga 
masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap 
hukum, bahwa hukum tersebut tidak memihak, hak dari pembentuk hukum 
untuk menyusun dan menyatakan hukum sebagai suatu yang sah dan 
apabila diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu hukum tidak akan 
berpihak. Kemauan karena terpakasa untuk mengetahui hukum haruslah 
dibedakan dengan keinginan warga masyarakat untuk menaati hukum. 
Misalnya orang mungkin tidak akan merasa senang untuk membayar 
pajak akan tetapi, peraturan-peraturan tentang perpajakan tidak 
ditentangnya. Perlu pula mendapat perhatian, bahwa masyarakat terdiri 
dari aneka macam unsur yang berbeda sejauh hal itu menyangkut 
kepentingan, kepercayaan, dan pola-pola perikelakuan maupun dari 
derajat organisasinya. Apa merupakan pelanggaran bagi bagian tertentu 
masyarakat, belum tentu dianggap sebagai pelanggaran oleh bagian 
lainnya dari masyarakat yang sama.14 
 
                                                          
14Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali 
Pers,hlm.200. 
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8. Teori Efektivitas Hukum 
Bila membecirakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa 
masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, 
berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku 
secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filsofis. Oleh 
karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi 
dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) 
petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh 
penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat. Hal itu akan diuraikan secara 
berturut-turut sebagai berikut.15 
a. Kaidah Hukum 
Di dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal 
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai 
berikut. 
1.  Kaidah hukum berlaku secara yuridis, 
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, 
3. Kaidah hukum berlaku secara filsofis. 
b. Penegak Hukum 
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 
mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas 
pasa strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan 
tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya memiliki suatu 
                                                          
15 Zainuddin Ali, 2007,Sosiologi Hukum,Jakarta,Sinar Grafika,hlm. 8-9. 
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pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang 
lingkup tugas-tugasnya. Di dalam hal penegakan hukum dimaksud, 
kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai 
berikut. 
a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan 
yang ada 
b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan 
kebijakan 
c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas 
kepada masyarakat 
d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-
penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga 
memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya 
c. Sarana/Fasilitas 
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu 
aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik 
yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas 
dan karbon yang cukup serta mesin ketik yang cukup baik, bagaimana 
petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. 
Bagaimanakah petugas dapat bekerja dengan baik apabila tidak 
dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. 
Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharaannya juga 
memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa 
suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia 
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lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, 
malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, 
ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun 
memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas 
yang berpatokan kepada; (1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar 
setiap saat berfungsi; (2) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan 
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya; (3) apa yang kurang, 
perlu dilengkapi; (4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti; (5) apa 
yang macet, dilancarkan; (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan. 
d. Warga Masyarakat 
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah 
warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk 
mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut 
derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat 
kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
9. Karateristik Sosiologi Hukum 
Karakteristik sosiologi hukum menurut Zainuddin Ali sebagai 
berikut:16 
1) Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi 
terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu 
dibeda-bedakan kedalam pembuatan undang-undang, 
penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari 
                                                          
16 Zainuddin Ali, 2007,Sosiologi Hukum,Jakarta,Sinar Grafika,hlm.62-65. 
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bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang 
kegiatan hukum tersebut. 
2) Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu 
praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu 
terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, 
latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing 
kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum 
normatif kajiannya bersifat persfektif, hanya berkisar pada “apa 
hukumnya” dan “bagaimana menerapkannya”. Satjipto 
Rahardjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan 
cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu interpriative 
understanding, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, 
serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, 
mempelajari sosiologi hokum adalah menyelidiki tingkah laku 
orang dalam bidang hokum sehingga mampu 
mengungkapkannya. Tingkah nlaku dimaksud mempunyai dua 
segi, “luar” dan “dalam”, oleh karena itu, sosiologi hukum tidak 
hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, 
melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat 
internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. 
Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum 
tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan 
hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan 
sama sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini. 
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3) Sosiologi hukum senantiasa mangkaji kesahihan empiris dari 
suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu 
memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai 
dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas 
disini adalah “apakah kenyataan seperti tertera pada bunyi 
peraturan itu “bagaimana dalam kenyataannya peraturan 
hukum itu ”perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis 
normatife dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi 
hukum. Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang 
tertera pada aturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa 
mengujinya dengan data empiris. 
4) Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan 
objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih 
dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada 
memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. 
Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah 
paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan 
praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. 
Sekali lagi dikemukakan disini, bahwa sosiologi hukum tidak 
memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi 
objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan 
penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. 
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B. TATA CARA PENYUSUSAN PERATURAN DAERAH 
1. Pengertian Peraturan Daerah 
Pengertian Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) 
adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 
Daerah”.17 
2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Daerah 
Dasar Hukum Penyusunan Produk Hukum Daerah, yaitu : 
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. (Pasa1136 s.d Pasa1147); 
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.  
Inisiatif Pembentukan Perda. Rancangan Peraturan Daerah dapat 
berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)maupun dari 
Bupati. Apabila dalam satu kali masa sidang Bupati dan DPRD 
menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang 
dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, 
sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati dipergunakan 
sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan 
                                                          
17www.kemendagri.co.id 
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dalam satu  Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi 
tumpang tindih dalam penyiapan  satu materi Perda.18 
 
3.  Asas Pembentukan Peraturan Daerah 
Asas Pembentukan Perda; Pembentukan Perda yang baik harus 
berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan 
ketentuan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut: 
a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai. 
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap 
jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 
lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan 
yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum 
bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-
benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis 
peraturan perundang-undangan. 
d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan 
peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 
efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam 
masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 
                                                          
18www.kemendagri.co.id 
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e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan 
perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar 
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. 
f. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-
undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, 
sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa 
hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya. 
g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, 
penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. 
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai 
kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses 
pembuatan peraturan perundang-undangan. Di samping itu materi muatan 
Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut : 
a. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan 
ketentraman masyarakat. 
b. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 
c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus 
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 
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pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip 
Negara kesatuan Republik Indonesia. 
d. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 
setiap pengambilan keputusan. 
e. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda 
senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 
Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari 
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. 
f. asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda 
harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 
golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang 
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
g. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 
negara tanpa kecuali. 
h. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap 
materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat 
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, 
suku, ras, golongan, gender atau status sosial. 
i.  asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi 
muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam 
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 
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j. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa 
setiap materi muatan Perda harus mencerminkan 
keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara 
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan 
bangsa dan negara. 
k. asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan. 
Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah 
Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan 
lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.19 
 
4. Proses Penyusunan Peraturan Daerah 
Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan 
produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan 
penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, 
yaitu: 
a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses 
penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di 
lingkungan Pemda, terdiri penyusunan naskahakademik dan 
naskah rancangan Perda. 
b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan 
pembahasan di DPRD. 
                                                          
19www.kemendagri.co.id 
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c. Proses pengesahan oleh Bupati dan pengundangan oleh 
Sekretaris Daerah. 
 
5. Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif 
Inisiatif eksekutif, yaitu : 
a. Usulan dari SKPD yang bersangkutan 
b. rapat persiapan; 
c. inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan; 
d. penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah; 
e. pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim 
Penyusun Produk Hukum Daerah, dengan mengikutsertakan 
SKPD terkait dan tenaga ahli yang dibutuhkan; 
f. melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draft 
Raperda yang telah  disusun, untuk memperoleh masukan dari 
masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi; 
g. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi 
Raperda; dan 
h. membuat surat usulan Bupati dengan dilampiri draft Raperda 
untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD. 20 
 
6. Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 
Perda yang telah diusulkan DPRD akan di bahas oleh Tim 
Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Daerah Setelah selesai akan disampaikan kembali  kepada DPRD untuk 
                                                          
20www.kemendagri.co.id 
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dibahas bersama-sama. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD.Guna 
mendapatkan persetujuan DPRD dilakukan kegiatan pembahasan 
bersama-sama pihak  Eksekutif terhadap draft Raperda yang telah 
diusulkan oleh Eksekutif, dengan mengacu pada  Tata Tertib DPRD, yang 
mana pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah 
(Balegda)  atau Pansus DPRD bersama-sama dengan Tim Penyusun 
Produk Hukum Daerah. Setelah tercapai kesepakatan bersama maka 
akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan 
persetujuan dari DPRD.21 
 
7. Proses Pengesahan dan Pengundangan 
Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD 
telah selesai dan disetujui oleh  DPRD, Raperda akan dikirim oleh 
Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah  dalam hal ini 
Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya Bupati 
mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut dan untuk 
pengundangan dilakukan  oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Bagian 
Hukum bertanggung jawab dalam penomoran  Perda, penggandaan, 
distribusi dan dokumentasi Perda tersebut. Khusus untuk Raperda yang 
terkait dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata  ruang 
sebelum ditetapkan oleh Bupati, terlebih dahulu dikirimkan kepada 
Gubernur untuk  dilakukan evaluasi, dan apabila sudah disetujui baru 
ditetapkan oleh Bupati dan dikirimkan  kembali ke Provinsi.22 
                                                          
21www.kemendagri.co.id 
22www.kemendagri.co.id 
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C. Landasan Filsofis 
Filsofis berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari atas suku kata 
philein/philos yang artinya cinta dan sophos/Sophia yang artinya 
kebijaksanaan, hikmah, ilmu, kebenaran. Secara maknawi filsafat 
dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untukmemahami 
hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. 
Adapun landasan filsofis dari “Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 
2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum” yaitubahwa 
berdasarkan Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
Seperti yang tertuang dalam bagian ketiga belas Undang – undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
tentang pajak parkir : 
Pasal 62: 
1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkirdi 
luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan denganpokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud padaayat 
(1) adalah: 
a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah; 
b.    penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang 
hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; 
c.    penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan,konsulat, 
dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; 
dan 
d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur 
dengan Peraturan Daerah. 
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Pasal 63:  
1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 
melakukan parkir kendaraan bermotor. 
2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan tempat Parkir. 
 
Pasal 64: 
1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran 
atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat 
Parkir. 
2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir 
cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. 
 
Pasal 65: 
1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%(tiga 
puluh persen). 
2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 
Pasal 66: 
1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung 
dengancara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. 
2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat 
Parkir berlokasi. 
 
Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa : 
(a) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Badan. 
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(b) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi tertentu. 
(c) Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(d) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi danTugas Pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (NKRI) Tahun 1945. 
 
D. Alasan Peraturan Daerah Dibentuk 
Seperti dalam Pasal 3 peraturan daerah nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menjelaskan bahwa obyek 
retribusi adalah penyediaan pelayananan parkir di tepi jalan umum yang 
ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. Dengan kata lain pemerintah daerah Kabupaten 
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Wajo dalam hal ini menyediakan atau menentukan tempat parkir agar 
terciptanya ketertiban parkir di Kabupaten Wajo dan dari peraturan ini juga 
dapat berdampak pada kelancaran lalu lintas. Disisi lain pemerintah 
kabupaten juga mendapat pemasukan pendapatan daerah dari retribusi 
pakir yang ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. 
Degan dikeluarkannya peraturan daerah ini pemerintah kabupaten 
wajo berharap agar mengurangi kesibukan atau tugas dari kepolisian lalu 
lintas untuk mengatur lalu lintas yang kurang teratur di kabupaten wajo 
dan dengan di keluarkannya peraturan ini mengurangi kemacetan 
dibeberapa titik atau lokasi di kabupaten wajo yang sering mengalami 
kemacetan. 
Alasan pemerintah kabupaten wajo membuat dan memberlakukan 
peraturan ini agar lokasi-lokasi yang melakukan pemungutan parkir liar 
dapat teratasi dan membuat lokasi-lokasi atau titik-titik yang dianggap 
pusat kemacetan akibat parkir liar yang menggunakan bahu jalan dapat 
teratasi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Wajo karena 
judul yang di ambil memiliki studi kasus di Kabupaten Wajo selain itu 
mengapa penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Wajo karena 
kasus yang di angkat judul ini sangat menarik di bahas, adapun lokasi 
penelitiannya yaitu: 
1. Polisi Lalu Lintas Sektor Pitumpanua Kabupaten Wajo; 
2. Pemerintah Kabupaten Wajo; 
3. Pemerintah Kabupaten Wajo Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan. 
 
B. Jenis Data dan Sumber Data 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
dari dua cara yaitu: 
Data Primer adalah data utama, di mana penulis akan melakukan 
observasi dan wawancara pada pihak yang terkait dengan permasalahan 
yang akan diteliti. 
Data Sekunder terdiri dari:Pertama, bahan hukum primer dimana 
penulis akan mencari data dari sumber lain seperti dari peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.Kedua, bahan 
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hukum Sekunder dimana penulis mencari data dari buku-buku, internet 
dan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Studi pustaka 
Dala hal ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan 
cara studi pustaka melalui buku-buku, literatur yang menyangkut tentang 
judul ini, dll. 
2. Penelitian lapangan 
Teknik penumpulan data melalui penelitian lapangan penulis 
lakukan karena dalam judul ini menitik beratkan ada efektifitas peraturan 
daerah yang dimana lebih banyak membahas soal tinjauan sosiologis 
yang dimana penulis akan melakuka penelitian lewat wawancara. 
 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari 
penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan 
metode Analisis deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dan 
saran. Selanjutnya data tersebut ditulis secara deskriptif untuk 
memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten 
Wajo 
Penerapan peraturan daerah No.23 Tahun 2011 Tentang Retribusi 
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini menyediakan pelayanan parkir 
di tepi jalan umum yang di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai 
dengan ketentuan dan yang menjadi subjek retribusinya yaitu orang 
pribadi yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum. Tarif 
digolongkan berdasarkan jenis kendaraan sebagai berikut:23 
Tabel 1 
 Tarif Retribusi Parkir dan Jenis Kendaraan 
 
JENIS KENDARAAN JUMLAH RETRIBUSI 
Sedan, Jeep, Mini Bus, pick Up, 
dan sejenisnya 
Rp.1.000/ sekali parkir 
Bus Rp.2.000/ sekali parkir 
Truk Rp.5.000/ sekali parkir 
Sepeda Motor/Roda Tiga (Bemor) Rp.500/ sekali parkir 
Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo Tahun 2015 
Penerapan peraturan daerah ini khususnya di Kecamatan 
Pitumpanua membawa dampak positif dari segi keamanan dan ketertiban 
dalam melakukan parkir. Menurut Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
                                                          
23 Dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, 2011, Kabupaten Wajo. 
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Undangan Kabupaten Wajo 24bahwa dalam penerapan peraturan daerah 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentag Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan 
Umum sangat membawa banyak perubahan terutama dalam pembayaran 
retribusi parkir dan pemasukan pendapatan daerah. Penerapan peraturan 
daerah ini juga dapat menghilangkan pemahaman seseorang tentang tata 
parkir di Kabupaten Wajo khususnya di Kecamatan Pitumpanua yang 
sangat tidak teratur. Beliau juga menambahkan bahwa semenjak 
peraturan ini diberlakukan pemungut-pemungut jasa parkir liar sudah tidak 
ada lagi. 
Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh kanit polisi lalu lintas 
kecamatan pitumpanua Ipda Dien Martin25 bahwa penerapan peraturan 
daerah ini memang membawa dampak positif dalam mengatur tata cara 
perkir di kecamatan pitumpanua, sehingga hal-hal tidak baik yang biasa 
dilakukan oleh pengendara seperti pada saat menunggu penumpang yang 
biasanya dilakukan di pinggir jalan yang biasanya mengakibatkan 
kecelakaan. Beliau juga menjelaskan bahwa dampak positif yang 
dihasilkan peraturan daerah ini yaitu mengurangi bahkan menghilangkan 
pelaku-pelaku pemungut jasa parkir liar khususnya di Kecamatan 
Pitumpanua yang sangat meresahkan masyarakat. 
                                                          
24  Sainal Hayat, Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Kabupaten Wajo,Wawancara, 
12 April 2015. 
 
25 Dien Martin, Kanit Lantas Polsek Pitumpanua Kabupaten Wajo, Wawancara, 13 April 
2015. 
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Dari kedua sumber yang saya wawancarai memberikan pendapat 
bahwa penerapan peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah efektif dalam 
penerapannya secara umum. Khusus di kecamatan Pitumpanua meskipun 
parkiran sudah rapih namun posisi parkir yang berada tepat di pinggir 
pasar sering membuat kemacetan sehingga mengganggu kelancaran arus 
lalu lintas. 
Sanksi Perda yang di berikan bagi pelanggar aturan ini ialah sanksi 
administrasi (BAB XV sanksi administrasi pasal 18) sebagai berikut 1. 
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak 
atau kurangdi bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 2. 
Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan surat teguran. 
 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum Di Kabupaten Wajo 
Penerapan aturan dalam hal ini, akan dipengaruhi oleh beberapa 
hal. Adapun faktor-faktor mempengaruhi dalam penerapan perda ini ialah 
masalah ruang parkir yang kurang khususnya di Kecamatan Pitumpanua.  
Untuk mengetahui jumlah kendaraan di Kabupaten Wajo pada tahun 2015 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2 
 Jumlah Kendaraan Bermotor 
 
NAMA KENDARAAN JUMLAH KENDARAAN / UNIT 
Roda Empat 405 
Mobil Beban 243 
Roda Dua 2053 
Roda Tiga (Becak motorr) 1360 
Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo Tahun 2015 
Data di atas kita dapat membandingkan dengan luas ruang parkir 
yang di siapkan pemerintah khusus di Kecamatan Pitumpanua  memiliki 
luas ruang parkir 800 m2.  Sedangkan jarak parkir antara tempat parkir 
dengan bahu jalan menurut kanit polisi lalu lintas Ipda Dien Martin yaitu 
sekitar 2 meter.26 Dalam pasal 3 yang berbunyi obyek retribusi adalah 
penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh 
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam pasal ini peraturan daerah ini seakan-akan mengizinkan 
kita parkir di tepi jalan dan pada kenyataannya khususnya di Kecamatan 
Pitumpanua merupakan salah satu penyebab kemacetan ditambah lagi 
ruang parkir yang kurang. 
Dalam hal ini pihak pemerintah memberikan  jawaban bahwasanya 
peraturan daerah ini tidak membawa dampak terhadap kemacetan bahkan 
setelah dikeluarkannya peraturan daerah ini beberapa titik kemacetan 
sudah tidak macet lagi.27 
                                                          
26 Dien Martin, Kanit Lantas Polsek Pitumpanua Kabupaten Wajo, Wawancara, 13 April 
2015. 
27 Sainal Hayat, Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Kabupaten Wajo,Wawancara, 
12 April 2015. 
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Hal yang bertolak belakang disampaikan kanit polisi lalu lintas Iptu 
Dien Martin bahwasanya setelah diberlakukannya peraturan ini sedikit 
banyak membawa dampak terhadap kemacetan khususnya di Kecamatan 
Pitumpanua karena di tinjau dari pasal 3 peraturan ini yang mengiinkan 
pengendara untuk parkir di tepi jalan sedikit banyak dapat mengganggu 
arus lalu lintas dan diperparah karena ruang parkir yang kurang sehingga 
dapat mengakibatlkan arus lalu lintas yang tersendat karena padatnya 
jumlah kendaraan yang parkir. Hal tersebut biasa lebih parah terjadi pada 
saat hari pasar di Kecamatan Pitumpanua yaitu hari minggu (ahad).28 
Teori efektivitas menurut Zainuddin Ali yaitu (1) kaidah 
hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau 
fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran 
masyarakat.29 
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 
mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas 
pasa strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan 
tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya memiliki suatu 
pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang 
lingkup tugas-tugasnya. 
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu 
aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik 
yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas 
                                                          
28 Dien Martin, Kanit Lantas Polsek Pitumpanua Kabupaten Wajo, Wawancara, 13 April 
2015. 
29 Zainuddin Ali, 2007,Sosiologi Hukum,Jakarta,Sinar Grafika,hlm. 8-9. 
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dan karbon yang cukup serta mesin ketik yang cukup baik, bagaimana 
petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. 
Bagaimanakah petugas dapat bekerja dengan baik apabila tidak 
dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. 
Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharaannya juga 
memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa 
suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia 
lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, 
malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, 
ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun 
memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas 
yang berpatokan kepada; (1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar 
setiap saat berfungsi; (2) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan 
memperhitungkan jangka waktu pengadaannya; (3) apa yang kurang, 
perlu dilengkapi; (4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti; (5) apa 
yang macet, dilancarkan; (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan. 
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah 
warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk 
mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut 
derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat 
kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
Dalam teori ketaatan H.C Kelman menjelaskan bahwa ketaatan 
terbagi menjadi tiga yaitu (1) ketaatan yang bersifat compliance yaitu jika 
seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena 
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sanksi. (2) ketaatan yang bersifat identification yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan 
seseorang menjadi rusak. (3) ketaatan yang besifat internalization yaitu 
jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa 
aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang di anutnya.30 
Secara yuridis kaidah hukum sudah berlaku yaitu dengan adanya 
Perda nomor 23 tahun 2011 tantang Retribusi Pelayanan Di Tepi Jalan 
Umum. Dikaitkan dengan teori ketaatan dan berdasarkan wawancara 
penulis dengan warga Kecamatan Pitumpanua bahwa ketaatan mereka 
terhadap aturan dalam perda tersebut karena pihak Kepolisan dan Dinas 
Lalu Lintas Dan Jalan Raya yang selalu melakukan kontrol sehingga 
warga takut untuk melanggar aturan tersebut karena jika melanggar 
diberikan sanksi. 
Secara sosiologis hubungan antara aparat penegak hukum dengan 
masyarakat terjalin dengan baik dalam hal penerapan perda. Namun 
masyarakat mengeluhkan lahan parkir yang tidak memadai sehingga pada 
hari pasar selalu terjadi kemacetan yang menghambat aktifitas warga. Hal 
inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Penulis mengambil kesimpulan 
bahwa pada dasarnya masyarakat tidak keberatan dengan 
diberlakukannya perda tersebut, namun perlu adanya perhatian 
pemerintah untuk menambah lahan parkir agar kemacetan pada hari 
pasar dapat teratasi. 
                                                          
30 Achmad Ali,1998,Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,Jakarta:Chandra 
Pratama,hlm 193 
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Secara filosofis diberlakukannya Perda nomor nomor 23 tahun 
2011 tantang Retribusi Pelayanan Di Tepi Jalan Umum memiliki tujuan 
yaitu untuk menertibkan pakir liar di badan jalan yang sebelumnya sangat 
mengganggu kelancaran arus lalu-lintas dan berpotensi menyebabkan 
kecelakaan, sebagai sarana untuk menambah APBD, dan untuk melidungi 
masyarkat dari tindak pidana jalanan. 
Fungsi hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa fungsi 
hukum ialah terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan, dan 
perkembangan sedemikian rupa, sehingga dapat dijumpai masyarakat 
yang senantiasa berkembang.31 
Apabila kita tinjau dari teori ahli tentang efekvitas hukum dan fungsi 
hukum kemudian di hubungkan dengan penerapan peraturan daerah 
nomor 23 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
maka dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah ini kurang efektif untuk 
diterapkan lebih lanjut lagi karena beberapa alas an seperti kurangnya 
ruang parkir dan dapat mengakibatkan kemacetan. 
 
  
                                                          
31 Soedjono Dirdjosisworo, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo 
Persada, hlm.156. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dapat dikatakan 
efektif berlakunya di masyarakat Kabupaten Wajo. Selama 
berlakunya peraturan daerah sudah banyak mengubah kebiasaan 
masyarakat, salah satunya  masyarakat di Kabupaten Wajo 
sekarang sudah tidak parkir di sembarang tempat dan dapat 
mengurangi pemungut jasa parkir illegal. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasannya, salah 
satunya yaitu ruang parkir yang kurang sehingga beberapa tempat 
parkir yang di atur pemerintah mengambil bahu jalan untuk ruang 
parkir sehingga membuat kemacetan di hari padat kendaraan atau 
pada saat hari pasar (hari ahad).  
 
B. Saran 
1. Untuk kedepannya penerapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 
2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini 
lebih di pertegas lagi dalam pelaksanaannya sehingga oknum-
oknum yang melakukan pungutan parkir liar atau illegal dapat di 
hilangkan karena sangat meresahkan masyarakat. 
2. Untuk jangka pendek, Pemerintah daerah untuk mengkaji ulang 
pelaksanaannya peraturan daerah ini agar tidak menimbulkan 
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masalah baru walaupun peraturan daerah ini efektif dalam ruang 
lingkup penertiban tentang retribusi parkir akan tetapi pemerintah 
daerah juga dapat berfikir tentang sebab akibat yang ditimbulkan 
dari penerapan peraturan daerah ini yaitu masalah kemacetan. 
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